Menimbang

Mengingat

a.

1.

9.)

bahwa sesuai ketentuan Pasal 184 sampai dengan Pasal 231
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Kepala Daerah selaku
pemegang Kkekuasaan pengeioiaan keuangan daerah
mengatur mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, periu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato
tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian {(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun
1984 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1984 Nomor 3041} sebagaimana teiah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
{Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 1999 Nomor
169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3890j;

28 Tahun 1999

Pcnycienggaraan Necgara yang Bersih Bebas dari Korupsi,

Undang-Undang Nomor tentang

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851),

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara

Rcpubiik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060},
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Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten
Pohuwato di Provinsi Goroniaio {Lecmbaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran
Ncgara Republik Indonesia Nomor 4269j;

Undang-Undang Nomeor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

AN I

Nouiuur 4280j;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
™. L IO DU PO wY - I3 S Y s e nY ™., _..;.1.3°%
reroucnddariardall negara resarasl NCgdla KCPUUHK
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355j;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
nT Yl ol o) 1 1] LY b AT Ty L o110 L R B
INOIHIOI OO, ldllludildil LCinbdralnn Negarda RCpPUDIK HIUOIICS1d
Nomor 4400);
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Undang-Undang  Nomor 32 Tahun
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahiun 2004 Nouwmor 60, Teambahian  Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah
beberapu  kall diubah  iterakhir dengan Undung-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 {(Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2008 Nouinor 58, Tawnbaiian  Lembaran
Negara Republk Indonesia Nomor 4844);

Unduang-Undang  Nomor 38 Tahun 2004 teniang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Duerull {Lemburan Negara Republik indonesia Tahiun 2604
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Noumor 3851j;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Peinbeniukan Peraiuran Perunduang-undangan  {Letnbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tammbahan Lembuaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234);



ii.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tanhun 2005 tcntang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Ncgara Rcpublik Indoncsia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502j,

12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daeralr (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578j;

13.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemeriniahan Daerali  kepada
pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah Kepada DPRD dan informasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat
(Lemibaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4093},

14.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Peimnbagian  Urusan  Pemerintahan  Antara Pemuerintal,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota  {Lembaran  Negara Republik  Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
ieniang  Pedoinan Pengelolaan Keuangan Dacrah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menieri Dalaim Negeri Nomor 21 Tahun 20115

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 08 Tahun
2007 tenlang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Dacrali
(Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2007 Nomor

53, Tambahan Lembaran Dacradi Kabupaien Pohuwalo
Nomor 82);

17 Peruiuran Dacrah Kabupaien Pohuwaio Nomor 11 Tabun
2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun ~Anggaran 2014 (Lembaran Daerann  Kebupaien

Pohuwato Tahun 2013 Nomor 156);
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PEMBAYARAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

TYATH T

DAD 1

KETENTUAN UMUM

dimaksud denecan :
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemenintah Dacrah dan Dewan Perwakiian Rakyat Daerah (DPRDj menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistern dan prinsip Negara Kesatuan Republik indonesia.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah.

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom yang
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan keputusan
masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangarn.

Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati.

Bupati adalah Bupati Kabupaten Pohuwato.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
pcrangkat dacran pada  pcmceriniah dacrah  sciaku pcngguria
anggaran/pengguna barang.

Pecjabat Pengeloia Keuangan Dacrah yang scianjuinya disingkat PPKD
adalah satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut
dengan Kcpala SKPKD yang mcmpunyai tugas melaksanakan pengeiolaan
APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

SBendahara Umum Dacrah yang seianjutnya disingkat BUD adaiah PPKD

yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.

. Pcngguna Anggaran yang scianjutnya disingkat PA adaiah pejabat

pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas
pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. '
Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat
yang diberi kuasa untuk mclaksanakan scbagian kKewenangan pengguna

anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
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_Kuasa Bendahara Umum Dacrah yang sclanjutnya disingkat Kuasa BUD

adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas
BUD.

Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-
SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada

SKPD.

. Pejabai Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjuinya disingkat PPTR adalah

pejabat pada unit kerja SKFD yang me'aksanakan satu atau beberapa
keglatan dari suatu prograum sesuai dengan bidang tugasnya.

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah
SKPD/unit keja pada SKPD di lingkungan pewerintaiy dacraly yang
dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa
penyedigan  barang  danjatau jasa  yang dijual tanpa mengutamakarn
mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada
prinsip efisiensi dan produktivitas.

Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk
LICHEINA, ey npar, menyetorkan, menatausahakan dau
mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka
pelaksanaan APBD pada SKPD.

Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima,
Iy LHIPaIl, menbayarkarn, mienaiausaiakari, dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam
rangka pelaksanaan APBD puda SKPD.

Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber
dari pcnt:rimaziu dan  perkiraan  arus  kas  keiuar untuk mengaius
ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam
setlup periode.

Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen
yang menyatakan tersedianya dana uniuk meluksanakan kegiaian scbagai

dasar penerbitan SPP.

. » M * 1 .' os? N . . 1.
 Surai Perminiaan Pembaydaran yang selanjuinya  disingkat SPP adalah

dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas
pelaksanaan kegiatan/ bendahara pengeluaran  untuk engeaj ukait
permintaan pembayaran.

P-UP adaiah dokumen
yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka
yang tdak dapat

kerja  yang bersifal  pengisian kemball  (revoivingj

dilakukan dengan pembayaran langsung.
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25.

27.

28.

29.

. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-T

.SPP Ganti Uang Pcrsediaan yang sclanjutnya disingkat SPP-GU adaiah

dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan
pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pcmbayaran
langsung.

PP-TU adaiah
dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan
tanbuahan  uang persediaan guna  melaksanakan  kegiatan SKPD yang
bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung
dan uang persediaart.

SPP Langsug yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang
digjukan oleh bendahara pengeluaran uniuk  permintaan  pembayaran
langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau
sural periniah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jusmlalh, penerima,
peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan

1.1 DTV

UICIL i n.
Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen
yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna

anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.

o PR o T e | 4 1 U I § R o SRR L S DU S . LR 2
.Surat Perintahl Meinbayar Uang rerscdiaan yany sclanjuulyd disingkat

SPM-UP adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna
anggaran kuasa pengguna anggaran uniuk penerbiian SP2D alas beban
pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk
mendanal keglatan.

Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya
disingkal SPM-GU  aduiah dokumien  yuang digunakan/diterbitkan  oleh
pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D
atas Leban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan uniuk menggani
uang persediaan untuk mengganti uang persediaan yang telah
dibelanjakarn.

Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya
disingkat SPM-TU adaiah dokumen  yang digunakan/diterbitkan  oleh
pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D
aius beban pengeiuaran DPA-SKPD karena kebutuhan dananya wmelebiin
dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai
dengan kelenjuan.

Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS
adaiah  dokumen  yang  diierbitkan  oleh penggunia drIgRe e/ Kuasa

pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-

TN

SKPD kepada pihak ketiga.
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.Surat Pcrintah Pcncairan Dana yang scianjutnya disingkat SP2D adalah

dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan
oieh BUD berdasarkan SPM. '

BAB II

Azas Umum Mckanisme Pembayaran

Pasal 2
Mekanisme pembayaran atas beban APBD dilaksanakan secara terib, taat
pada peraturan perundang-undangan, efektif, efesien, dan bertanggung
jawub dengan memperhatikan azas kepatuian, dan manfaat.
Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa
penggunaan keuangan dacrah dilaksanakan secara tepat wakiu dan tepat
guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat
diperianggungjawavkauit.
Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada
ayal {1} adalah bahwa penggunaan keuangan daerah harus berpedoman
pada peraturan perundang-undangan. .
Efekiifl sebagaimuna dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian fasi
program dengan target yang telab ditetapkan, yaitu dengan cara
menbandingkan keluaran dengan hasil.
Efesien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian
keluaran yang wmaksimum  dengan masukarn lericniu atau  penggunaan
masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
Berlunggunyg jawab scbagdimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan
peluksanaan dan pelimpahan kewenangan yang dipercayakarn kepadaiiyd
dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
Kepaiutan sebaguinana dimmaksud pada ayat (1) adalall Undakan atau
suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.
Manfuat sebugaimana dimmaksud puda ayat (1j adalab bahiwa  keuangan

daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada

masyarakat.

A
Penyediaan Dana
. Pasai 3
Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyusurn Rencana Anggaran Kas
selama 1 (satuj tahun,

Rencana anggaran kas yang telah disusun oleh pengguna anggaran

£ EITN

disumpaikan kepada kuasa BUD scbagal dasar penerbitan SP

e R T INTITLL RO
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Kuasa BUD sctciah menerima rencana anggaran kKas dari SKPD scianjutnya
menyiapkan SPD untuk diterbitkan dan ditandatangani oleh PPKD.

Pengeluaran kas atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPD.

Pengisian Kas Umum Daerah

Pada Rekening Kas Pengeluaran
Kuasa BUD menyusun rencana
daerah (KASDA) untuk penerbitan surat perintah pemindahbukuan dana
dari rekening kas umum daerah ke rekening kas pengeluaran.
Surat perintah  pemindahbukuan diajukan ke Kepala Bidang
Perbendaharaan dan Akuntansi BPKAD uniuk ditelit sesual keiersediaan
anggaran kas dan kebutuhan pembayaran secara berkala.
Seiciah diieliti oleh Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuniansi BPKAD,
Kuasa BUD mengajukan surat perintah pemindahbukuan kepada Kepala
BPKAD selaku BUD unf.uk'vpcngcsahann_ya.
Kuasa BUD menyampaikan surat perintah pemindahbukuan kepada Bank
yang ditunjuk sebagai penempaian Rekening Kas Umum Daerah (Bank
Kasda).
Pemindah bukuan melaiui SP2D kepada rekening pihak ketiga aiau kepada
rekening bendahara pengeluaran SKPD harus melalui rekening kas

pengeiuaran pada Bank Kasda.

Pasal &

e

Pencrbitan Surat Pcrmintaan Pembayaran
Uang Persediaan/Ganti Uang/Tambah Uang Persediaan
(SPP-UP/GU/TUP)

Surat Penyediaan Dana (SPD).

Khusus perminiaan Tambah Uang Perscdiaan dibcrikan kepada SKPD
dengan tujuan :

a. untuk merﬁcnuhi kcbutuhan yang sangal mendcsak/tidak dapat

ditunda;

b. digunakan paling lama i {satu} buian {30 hari kalcndcr) scjak ditcrbitkan
SP2D TUP;

c. apabila tidak habis digunakan dalam satu buian, sisa dana yang ada
pada kas SKPD harus disetor ke kas daerah;

.apabila butir b dan c diatas tidak dipcnuhi, kcpada SKPD yang

Q.

bersangkutan tidak dapat lagi diberikan TUP pada tahun anggaran

bcrkenaan;
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c.dana TU tidak untuk mcmbiayai pengciuaran yang scharusnya
dibayarkan dengan beban LS.

Pencrbitan dan pengajuan dokumen SPP-UP/GU/TUP dilakukan oich

bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna

ve v

anggaran mciaiui PPK-SKPD daiam rangka pengisian uang perscdiaan/ganti
uang persediaan dan tambah uang persediaan.
Dokuinen S?P-UP/GU /TUP, sebagai berikut :
a. SPPUP:
1) salinan 1 surat pengantar SPP-UP;
2) salinan 1 ringkasan SPP-UP;
3j salinan 1 SPP-UP;
4) salinan SPD;
5j daitar rincian rencana penggunaan dana sampai dengan jenis belanja;
6) surat pernyataan tentang Penggunaan Uang Persediaan (UP)
7} sural pernyataan tanggungjawab mutlak UP.
8) salinan 1 kwitansi fiat.
L. 3PP GU :
1) surat pengantar SPP-GU;
2j ringkasan SPP-GU;
3) rincian SPP-GU;
4} salinan 1 SPP-GU
S) salinan SPD;
Oj surai pernyaiaan tentang penggunaan Gantu Uang (GUJ;
7) surat pernyataan tanggung jawab mutlak GU,

o~

8) kwitansi {lai;
9) surat pengesahan laporan = pertanggungjawaban bendahara
pengeluaran alas penggunaan dana SPP-GU scbelumnnya. '
10) asli bukti-bukti penerimaan penibayaran oleh pihak ke III yang
bermelerai cukup sesuai keieniuan peraturan perundang-undangar;
11) SPK, berita acara pémeriksaan barang dan lampirannya, berita acara
penerimaan barang dan lampirannya, noia pesanan dan nota-nota
lainnya;
12} 88P/Bukii petnotongan pajuak
c. SPPTUP: o
1) salinan 1 surai penganiar SPP -TUP;
2) salinan 1 ringkasan SPP -TUP;
3j salinan 1 SPP-TUF;
4) salinan SPD;

. . T TR
5) daflar rinciun rencana pengguiiaan dana sainpal dengar jerl belanya;
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h.asli bukti-bukti penerimaan pembayaran oich pihak kc IiI yang
bermeterai cukup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
i. SPK, berita acara pemeriksaan barang dan lampirannya, bcrita acara

penerimaan barang dan lampirannya, nota pesanan dan nota-nota

iainnya;

j. SSP/Bukti pemotongan pajak;

. bukii penyeioran atas pengembalian kas di bendahara pengeiuaran dari

==

selisih surat pertanggungjawaban dengan nilai UP/TUP yang diterima.

Dokumienn SPP-GU  nihil/TUP nihil ditandatangani dan digjukan  oleh
bendahara pengeluaran selanjutnya disampaikan kepada PPK-SKPD untuk
diverifikasi  yang nelipult ketersediaan  anggaran, batas  pagu  yang
ditetapkan berdasarkan SPD, kesesuaian rencana kerja dan/atau
kelayakan kerja yang dicapal dengan indikator keluaran dan pembebaran
rekening.

Apabila ada kesalahan atau kekurangan atas dokurmen SPPGU uihil/TUP
nihil yang diajukan, maka PPK-SKPD selaku fungsi verifikasi
wengembalikan  kepada  bendahara  pengeluaran untuk  diperbaiki dan

dilengkapi dan/atau PPK-SKPD menerbitkan surat penolakan penerbitan
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verifikasi dianggap telah memenuhi ketentuan, maka diteruskan kepada
fungsi pengesahan SPP dalam hal ini ini Kuasa Pengguna Anggaran dan
selanjutnya disampaikan kepada Pengguna Anggaran untuk memperoleh
perseiujuars.
Persetujuan oleh pengguna anggaran melalui penandatanganan SPM- GU
nitul/TUP mini.
Pasal 7
Penerbitan Surat Perintah Membayar
Uang Persediaan/Ganti Uang/Tambah Uang Persediaan/

Ganti Uang Persediaan Nihil/Tambah Uang Persediaan Nihil
(SPM-UP/GU/TUP/GU Nihil/TUP Nihil)

e , C e -
SPP-UP/GU/TUP/GU nihil/TUP nihil sclelaht diviorisasi dan memperoieh

persetujuan pembayaran oleh pengguna anggaran, maka diserahkan

kepada PPE-SKPD uniuk penerbitan SPM- UP/GU/TUP.
SPM-UP/GU/TUP/GU nihil/TUP nihil yang telah diterbitkan oleh PPK-
dan ditandatangani oleh pengguna anggaran selanjuinya digjukan

endahara pengeluaran kepada PPKD, melalui Kepala Bidang Anggaran

f‘"PD
oleh b

I4 . . "' T
BPKAD seluku fungsi verifikasi pengendalian APBD.
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Pasal 8

Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana
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Ean 1 Uang N1h11 / Tambah Uang Persediaan Nihil
(SP2D-UP/GU/TUP/GU Nihil/TUP Nihil)

Pengguna Anggaran melaiui bendabhiara pengeluaran menyerabikan SPM-

UP/GU/TUP/GU nihil/TUP nihil kepada Kepala Bidang Anggaran BPKAD

seiuku fungsi verifikasi pengendalian APBD, dilampiri sebagal berikut :

a. SPM UP:

salinan 1 sural penganiar SPP/SPM-U

J
2) salinan 1 ringkasan SPP/SPM-UP;

1

C

™
F,

3j salinan 1 SPM-UP;
4) salinan SPD;
5) dafiar rincian rencana penggunaan dana sampai dengan jenis belanja;
6) surat pernyataan tentang penggunaan Uang Persediaan (UP);
7} surat pernyataan tanggungjawab mulak UP;
8) salinan 1 kwitansi fiat.
b. SPM GU/GU Nihil :
1) surat pengantar SPP/SPM-GU;

2j ringkasan SPP/SPM-GU;

3) rincian SPP-GU;

lad o). ¥4 v,

4j salinan 1 SPM-GU;

5) salinan SPD;

6] surai pernyaiaan tentang penggunaan ganti uang (GU);

7) surat pernyataan tanggung jawab mutlak ganti uang (GU);

8) kwitansi fat;

9) surat pengesahan laporan  pertanggungjawaban bendahara
pengeluaran atas penggunaan dana SPP-UP/GU/TU sebeiumnya;

10) asli bukti-bukti penerimaan pembayaran oleh pihak ke III yang
bermeterai cukup sesuai keientuan peraiuran perundang-undangan;

11) SPK, berita acara pemeriksaan barang dan lampirannya, berita acara
penerimaan barang dan lampirannya, noia pesanan dan nota-noia
lainnya;

OTy I T

SSP/Bukii pemotongan pajak;

.

2j

13) bukti penyetoran atas pengembalian dana GU jika terdapat saldo
pada kas bendahara.

c. SPM TUP/TUP Nihil :
i} salinan 1 sural pengantar SPP/SPM-TUF,;

2) salinan 1 ringkasan SPP/SPM-TUP;
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3) salinan 1 SPM-TUP;

4) salinan SPD;

5) daftar rincian rencana penggunaan dana sampai dengan jenis beianja;
6) surat pernyataan tentang penggunaan tambah uang persediaan (TUP);
7) surat pernyataan tanggungjawab mutiak TUP;

8) salinan 1 kwitansi fiat;

9) buku penyeioran atas pengembalian dana GU jika terdapat saldo

pada kas bendahara

Dokumen SPM UP/GU/TUP/GU nihil/TUP nihil dan lampirannya yang
disampaikan oleh bendahara pengeluaran melalui Kepala Bidang Anggaran
BPKAD, selunyuinya diteruskan kepada fungsi verifikasi pengendalian APBD
untuk diteliti sebagai dasar penerbitan SP2D.

Apubila fungst venifikast pengendalian APBD menyatukan buhwa dokuimnen
tersebut ada kesalahan maka fungsi verifikasi pengendalian APBD
mengembalikan kepada bendahara pengeiuaran SKPD untuk diperbaiki dan
dilengkapi dan/atau kepada Kepala Bidang Anggaran BPKAD untuk

menerbiikan surat penoiakan SPZ2D. Penolakan SP2D ditandatuangani oleh

Kepala BPKAD selaku BUD.
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sudah lengkap dan memenuhi persyaratan, oleh fungsi verifikasi
pengendaiian APBD selanjuinya diteruskan kepada Kuasa BUD uniuk
verifikasi atas ketersediaan kas pada rekening kas pengeluaran (Kasda
Pengeluaranj berdasarkan sumber dana uniuk penerbitan SP2D.

SP2D diteruskan kepada Kepala BPKAD selaku BUD untuk pengesahan

LI TN

SP2D. .
SP2D yang telah ditandatangani oleh kepala BPAKD selaku BUD, maka
kuasa BUD menyerahkan SP2D dunaksud kepada :
1. Lembar 1 kepada Bank yang ditunjuk;
2. Lembar 2 kepada Pengguna Anggaran;
3. Lembar 3 Arsip Kuasa BUD
Kuasa BUD mencatat SP2D dan noia debet {dari bank) pada dokurnen
penatausahaan, yang terdiri dari :

1. Buku Kas Penerimaan

2. Buku Kas Pengeluaran
Bunk memindahbukukan dari rekening kas umum pengeluaran  {kasda
pengeluaran) ke rekening kas bendahara pengeluaran SKPD sesuai SP2D
dan membuat noia debet, kemudian diserahikan kepada kuasa BUD.

Pengguna Anggaran menyerahkan SP2D dari Kuasa BUD kepada

bendahara pengeluarari.
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(10) Bendahara Pengeciuaran mencrima pencairan dana dari rckening kas
umum daerah melalui rekening kas pengeluaran sesuai SP2D dan

. mcmasukan ke rckening kas SKPD.

(11) Bendahara pengeluaran mencatat SP2D pada dokumen penatausahaan,

yang terdiri dari :

1. Buku Kas Umum Pengeluaran

2. Buku Pembantiu Sunpanan Bank
3. Buku Pembantu Pajak

4. Buku Pewbauiu Paryar

Buku Rekapitulasi Pengeluaran per Rincian Obyek

Ao}

FPasal §

Pengajuan SPP-LS Gaji dan Tunjangan

Bendabara  pengeluaran  mengajukan  SPP-LS  gaji  dan  tunjungan
berdasarkan SPD.

2} Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-LS gaji dan tunjangan dilakukan
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oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari

pengguna anggaran melaiul PPK-SKPD dalam rangka pembayaran gaji dan
tunjangan

3) Dokumen SPP-LS Gaji dan Tunjangan terdiri dari :
a. Surat Pengantar SPP-LS Gaji

b. Ringkasan SPP-LS Gaji

Rincian SPP-LS Gaji

o

Sailinan SPD;

c.

e. Kwitansi fiat

Lampiran lainnya terdiri dari :

la}

1. Pembayaran gaji induk

2. Gajl susulan

3. Kekurangan gaji

4. Gaji terusan

5. Uang Duka

6. SK CPNS/ SK PNS;

7. SK kenaikan pangkat;

8. SK jabatan;

9. kenaikan gaji berkala;

10. sural pernyaiaan pelantikan;
11. surat pernyataan masih menduduki jabatan;

. surat pernyataan meiaksanakan tugas;

[y
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. dafiar kciuarga (KP4},

oy

[y
AW

. fotokopi surat nikah;

. fotokopi aktc kciahiran;

()
n

16. surat keterangan pemberhentian pembayaran (SKPP) gaji;

[y
~1

. surat pindah;

. surat kematian;
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. SSP PPl Pusal 21; dan
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20. peraturan perundang-undangan mengenai penghasilan pimpinan
dan anggota DPRD serta gaji dan tunjungan kepala dacrals [ waikil
kepala daerah.

Kelengkapan  Jampiran  dokumen  SPP-LS  pembayaran gaji  dan

tunjangan digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Dokumen SPP-L3 Gaji ditandatapgani dan diajukan oleh  bendahara
pengeluaran, selanjutnya disampaikan kepada PPK-SKPD untuk
diverifikasi yang eliputi ketersediaan  anggaran, balas pagu  yang
ditetapkan berdasarkan SPD.
Apabila ada kesalahan atau kekurangan atas dokumen SPP-LS Gaji yang
diajukan, maka PPK-SKPD selaku fungsi verifikasi mengembalikan kepada
Lendahara pengeluaran untuk diperbaiki dan dilengkapi dan/atau PPK-
SKPD menerbitkan surat penolakan penerbitan SPM.
Apabila dokumen SPP-LS Gaji vieh PPK-SKPD seluku fungsi verilikasi
dianggap telah memenuhi kctentuan, maka diteruskan kepada fungsi
pengesahan SPP daluwin had ini ini pejabat yang membidangl kepegawaiar
dan selanjutnya disampaikan kepada pecngguna anggaran untuk
meperoleh perseiujuan pembayaran.
Pasul 10

Penerbitan SPM-LS Gaji
SPP-LS Gaji seicluh dioilorisasi dan memnperoieh perselujuan pembayarar
oleh Pengguna Anggaran, maka diserahkan kepada PPK-SKPD untuk

penerbitan SPM-LS Guji

SPM-LS Gaji yang telah diterbitkan oleh PPK-SKPD dan ditandatangani

[ [ 1 L,
olehh  Pengguna  Anggaran  sclanjuinya digjukan  oiehh  bendahara

pengeluaran kepada PPKD melalui Kepala Bidang Anggaran selaku fungsi

b | . 1 1° A TIYTY TN
VEruKast pcngcnuauan ArDLU.
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Pasal 11

Penerbitan SP2D - LS Gayji

Pengguna Anggaran melaiul bendahara pengeluaran menyerahikan SPM-LS
Gaji kepada Kepala Bidang Anggaran selaku fungsi verifikasi pengendalian
A TOTY 10 M

APBD, diiaunpiri :

a. salinan 1 surat pengantar SPP-LS Gaji

Gayji

w

b. salinan 1 ringkasan SPP-L
c. salinan SPD

salintan 1 kwitansi fiat.

c.

e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

™

-

Lampiran lainnya sebagaimana lampiran dalam SPP-Ls Gaji dan
Tunjangan sesuai peruntukkannya.
Apabila fungsi verifikasi pengendalian APBD menyatakan bahwa dokumen
tersebut ada kesalahan atau kekurangan maka dikembalikan kepada
bendahara pengeiuaran SKPD uniuk diperbaiki dan atau kepada Kepala
Bidang Anggaran dan menerbitkan surat penolakan  SP2D.
Penandatanganan surat penolakan SP2D oleh Kepala BPKAD selaku BUD.
Dokumen SPM SPP-LS Gaji dan lampirannya yang sudah lengkap dan
memenuhi persyaraian, oleh  fungsi  verifikasi  pengendalian  APBD
diteruskan kepada Kuasa BUD untuk diteliti sebagai dasar penerbitan

I

SP2D.
SP2D yang diterbitkan oleh kuasa BUD selanjutnya ditandatangani oleh

rITYNY7 A ™

Kepala BPKAD selaku BUD.
SP2D yang telah ditandatangani olch kepala BPKAD selaku BUD, kuasa

L8 4 ™moars 1

BUD menyerankan SP2D dimaksud kepada :

a. Lembar 1 kepada Bank yang ditunjuk

b. Lembar 2 kepada Pengguna Anggaran

c. Lembar 3 Arsip Kuasa BUD

Kuasa BUD mencatat SP2D dan nota debet (dari bank} pada dokumen
penatausahaan, yang terdiri dari :

a. Buku Kas Penerimaan

b. Buku Kas Pengeluaran

Bank memindahbukukan pembayaran dari SP2ZD ke rekening kas
bendahara pengeluaran SKPD dan membuat nota debet, kemudian
diserahkan kepada kuasa BUD.

Bendahara Pengeluaran menerima pencairan dana dari rekening kas
bendahara  pengeiuaran  SKPD  sesuai SPZD untuk sclanjutnya

didistribusikan kepada penerima gaji.
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Bendahara pengeiuaran mencatat SPZD pada dokumen penatausahaan,
yang terdiri dari :

a. Buku Kas Umum Pcngciuaran;

b. Buku Pembantu Simpanan Bank;

c. Buku Pcmbantu Pajak;

d. Buku Pembantu Panjar;

1

Buku Rekapiiutast Pengeluaran per Ruacian Obycek,

a

Pasal 12

Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa

v

Perminiaan pengajuan SPP-LS dapat dibenikan kepada SKPD uniuk

keperluan :

da. Pengadaan belanja modal dan belanja pegawal pada belanja barang
dan jasa;

b. Pengadaan belanja barang dan jasa kepada pihak keliga diatas Rp.
5.000.000,- (lima juta rupiah};

Pengecualian sebagaimana ayat (1) diatas adaian :

a. Biaya rekening telepon, air dan listrik kantor;

L. Peralanan dinas luar daerah;

c. Biaya makan dan minum tamu;

c.

Biaya lransporiasi dan akomodasi peseria bimiek, sosialisasi, seminar,
desiminasi dan sejenisnya.

Berdasarkan SPD, Beriia Acara Penyelesalun Pekerjaan, dan Kontrak
Pelaksanaan Pekerjaan, bendahara pengeluaran membuat SPP-LS dan
dokumen lain.

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-LS dilakukan oleh bendahara
pengeluaran uniuk memperoieh persetujuan dari pengguna anggaran
melalui PPK-SKPD dalam rangka pembayaran langsung barang dan jasa.
SPP-LS belanja barang dan jasa untuk kebutuhan SKPD sebagaimana ayat
(2) diatas dikelola oleh bendahara pengeluaran.

Dokumen SPP-LS3 terdiri dari :

a. Surat Pengantar SPP-LS;

0. Ringkasan SPP-LS;
c. Rincian SPP-LS;

. Sailinan SPD;

e. Kwitansi fiat yang ditanda tangani pihak ketiga;

c.

Lampiran iainnya terdiri dar :

)

1. Dokumen Kontrak lengkap;

Z. Surat Pcriniah Kerja,
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Berita Acara Pembayaran;

> oW

Surat Kuasa Pemotongan

Laporan Kemajuan Fisik Pckerjaan;

o o

Invoice;

~]

Dokumentasi;

Berita acara pemeriksaan, penyerahan dan penerimaan hasil

o0

pekerjaan oleh PPTK dan pihak ketiga,

o

Jaminan Bank dan/atau lembaga keuangan lainnya;
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. Surat pernyataan tanggungjawab belanja;

. Dokuamen lainnya yang dipersyaratkan sesuan ketentuan peraturan

[y

pengadaan barang dan jasa menurut ketentuan Peraturan Presiden

Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemnerintah.
Pembayaran biaya langganan daya dan jasa (listrik, telepon dan air) harus
dilarnpiri buku rekening ash.
Dokumen SPP-LS ditandatangani dan diajukan oleh bendahara
pengeluaran dan wengetahui PPTK selanjuinya disampaikan kepada PPK-
SKPD untuk diverifikasi yang meliputi ketersediaan anggaran, batas pagu
yang ditetapkan berdasarkan SPD.
Apabila ada kesalahan atau kekurangan atas dokumen SPP-LS yang
digjukan, muaka PPK-SKPD sclaku fungsi verifikasi mengembaiikan kepada
bendahara pengeluaran untuk diperbaiki dan dilengkapi dan/atau PPK-
SKPD menerbitkan surat penolakan penerbitan SPM.
Apabila dokumen SPP-LS oleh PPK-SKPD selaku fungsi verifikasi dianggap
iclah memenuhi ketentuan, maka diteruskan kepada fungsi pengesahan
SPP dalam hal ini ini Kuasa Pengguna Anggaran dan selanjutnya
disampaikan kepada Pengguna Anggaran untuk memperoleh persetujuan
pembayaran.

Pasal 13
Penerbitan SPM-LS

SPP-LS seicluah diolorisasi dan memperoleh perselujuan pembagaran oleh
Pengguna Anggaran, maka diserahkan kepada PPK-SKPD untuk
penerbitan SPM-LS.
SPM-LS yang telah diterbitkan oleh PPK-SKPD dan ditandatangani oleh
Pengguna Anggaran selanjuinya digjukan oieh bendahara pengeluaran
kepada PPKD melalui Kepala Bidang Anggaran selaku fungsi verifikasi

T™HTY

pengendalian APBD.
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Pasal 14

Penerbitan SP2D - LS

PM-LS

Pengguna Anggaran mcialui bendahara pengeiuaran menyerahkan S
kepada Kepala Bidang Anggaran, dilampiri :

a. salinan 1 surai pengantar SPP-LS;

b. salinan 1 ringkasan SPP-LS;

¢. salinan SPD;

d. salinan 1 kwitansi fiat;

arnpiran lainnya terdin dari :

r
c. L
1. Ringkasan Kontrak;
~ o YO T AT e, (A 8
2. DuUldlL rerinidll nerjd,
3. Berita Acara Pembayaran;
A ATy f T loat . ¥ 10 TN (R, iR [ o e s e e > KE e a
L o) o/ Duikul pCHlULUIlgd“ rdjdis Udfll KlldSd pcuiutungau lairyd,
5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja;
6. Khusus SPM Ls yang sifaluya merupakan penagilian secara Lerkala

maka ringkasan kontrak dan SPK dilampirkan hanya pada saat
tagihan pertama kecualt lerdapat addendum kontrak.

Dokumen SPM SPP-LS dan lampirannya yang disampaikan oleh

bendahara  pengeluaran melalul Kepala Bidang  Anggaran sclanjutnya
diteruskan kepada fungsi verifikasi pengendalian APBD untuk diteliti
1 1 .

kelengkapan dokumen, kode rekening dan sumber dana.

Apabila ada kesalahan atau kekurangan atas dokumen SPM SPP-LS yang

e ¢ g des 5 & - H ' A
digjukan, mdka fungst veriikasl pengendaiian APBD  mengembalikan

kepada bendahara pengeluaran untuk diperbaiki dan dilengkapi dan/atau

1 S ) T 1 . T k 5 } 2 S £ A
Kembalikan kepada RKepala Bidang Anggaran untuk menerbiikea sural
<
penolakan penerbitan SP2D. Penolakan SP2D ditandataneani Kepala
o

TITITIZ A TN 1

BDFRAD selaku BUD.
Dokumen SPM SPP-LS dan lampirannya yang sudah Iengkap Han

nm

[ernenunl S 1.1 ’ .
persyaralan, olehr  fungsi  verifikasi peugendali A
dauan  APBD

diteruskan
‘ kepada Kuasa BUD untuk penelitian ketersediaan
R . an
gdb verdasarkan sumber dana dan penerbitan SP2D/Duflyr p A
SP i i dildr e
2D yang diterbitkan oleh kuasa BUD selanjutnya it enguyr 820,
Itandat

Repala BPKAD seluku BUD. angani oleh

SP2E '
yang telah ditandatangani oleh kepala BPEAD

D menyerahkan SP2D dimaksud kt:pada ¥ | (%’/&ﬁ/é)yﬂ



Kuasa BUD mencatat SP2ZD dan nota debet (dari bankj pada dokumen

penatausahaan, yang terdiri dari :

a.
b.

Buku Kas Penerimaan

Buku Kas Pengeluaran

Bank memindahbukukan pembayaran berdasarkan SP2D/Daiftar Penguji

SP2D dari rekening kas pengeluaran kepada rekening pihak ketiga atau

vekening bendahara sesual rekening yang dituju pada SP2D/Daltar

Penguji SP2D.

™ 1...1 o 3 1 o . g OATYATN oo i = D (R SN - sl s
Bendanara pengeluaran mencalalt Srzy pada dokuinen penatausanasari,

1

yang terdiri dari :

s

b.

Buku Kas Umum Pengeluaran
Buku Pembantu Simpanan Bank
| o P : 1 i {2 SO R |

DUKU rernpdricu rdldx

Buku Pembantu Panjar

03]
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BAB IV
PENCAIRAN DANA UANG PERSEDIAAN
DAN TAMBAH UANG PERSEDIAAN PADA SKPD

i a

Pagu Dana Uang Persediaan (UP)
Pasal 15

Pengaturan pemberian UP diatur sebagai berikut :

ol
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SKPD RSUD dan BKPPD setinggi-tingginya Rp. 75.000.000,-;

SKPD Kanior Perpusiakaan dan kearsipan, sanior KPT dan Kantor

P, setingi-tingginya Rp. 30.000.000,-;
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SKPD Sekreiariat Daerah setinggi-tingginya Rp. 400.060.000,- dengan
rincian Rp. 100.000.000.- untuk biaya rutin Sekretariat Daerah dan
Rp. 3006.000.000,- uniuk bilaya operasional kegiatan Bupati/Wakil
Bupati;

SKPD Sckreiariat DPRD setinggi-iingginya Rp. 400.000.000,- dengan
rincian Rp. 100.000.000.- untuk biaya rutin sekretariat DPRD dan Rp.
300.000.000.- untuk biaya operasional kegiatan DPRD;

Dinas Pendidikan setinggi-tingginya Rp. 350.000.000,- dengan rincian
0,- uniuk blaya ruun Dinas Pendidikan Kabupaten
Pohuwato dan Rp.225.000.000,- untuk biaya operasional sekolah;

Dinas Pekerjaan Umum setinggi-tingginya Rp. 80.000.000,- dengan
rincian Rp. 50.000.000,- untuk biaya rutin Dinas PU dan Rp.

30.000.000,- biaya opcrasional Unit Peralatan dan Laboratorium;
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n. SKPD Kantor Camat sctingi-iingginya Rp. 50.000.000,- dengan rincian
Rp. 30:000.000,- untuk biaya rutin kantor camat dan Rp. 20.000.000,-
untuk biaya opcrasional program Pro-Umat;

1. SKPD Kantor Camat Paguat setingi-tingginya Rp. 65.000.000,- dengan

rincian Rp. 30.000.000,- untuk biaya ruiin kantor camat dan Rp.

20.000.000,- untuk biaya operasional program Pro-Umat dan Rp.
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J. SKPD BPKAD setinggi-tingginya Rp. 100.000.000,- dengan rincian Rb.
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biaya operasional pemeliharaan kendaraan dinas operasional roda dua;
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SKPD Dinas Keschatan setinggi-tingginya Rp. 166.6060.000,-

1. SKPD BPKAD selaku PPKD setinggi-tingginya Rp. 100.000.000,- untuk
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Laniuan sosial yang tdak dapat diperkirakan sebelumnya;
Pengisian kembali UP atau GU dapat diberikan apabila dana UP telah
digunakan  sckutang-kurangnya 56 % dari dana UP yang  diterima,
dibuktikan dengan SPJ rampung, kecuali yang diperuntukkan untuk biaya
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operasioildl (Scidll vildya ruesn raror) adirt UItUK pariiiarn sosiat yang
tidak dapat diperkirakan sebelumnya, GU dapat diberikan tanpa batasan

penggunaan.

Dalam hal penggunaan UP, scdangkan SKPD memerlukan pendanaan
meiebihl sisa duna yang tersedia, maka dapat digjukan Tambahan Uang
Persedian ( TUP) jika TUP yang dibutuhkan melebihi 75% dari jumlah nilai
UP yung diterina (nilas UP tdak termasuk nilai yang diberikan tanpa

batasan penggunaan)
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Mekanisme Pencairan Dana

Seielah bendahara pengeiuaran menerima pencairan dana dari rekening
kas daerah sesuai SP2D, maka wajib memasukan dana tersebut ke
rckening kas SKPD.

Pencairan dana dari rekening kas SKPD dilakukan dengan cara
mcncerbitkan cck tunai yang ditanda tangani oich pengguna anggaran dan

bendahara pengeluaran.
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Peraturan Bupati ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 2014.



Agar selap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini

dengan penempatannnya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato

Ditetapkan di = Marisa

31 Desember2013

. Diundangkan di Marisa
pada tanggal 3/ Owsewbe 2013

: Hi. DJONI Ng:N’I‘O, S.1P.MM
NIP. 196005831986 02 1007



